
 DAFTAR PUSTAKA 

 

 

I. Buku 

 

Abdurrahman, H. Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan, 

Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995. 

Ali, Acmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial 

Prudence), Jakarta: Prenada Media Group, 2015. 

Adjie, Habib. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai 

Pejabat Publik. Cet.2, Bandung: Refika Aditama, 2009. 

 

  . Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika 

Aditama, 2015.  

 

Atmasasmita, Romli. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan 

Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2001. 

 

Bisri, Ilham. Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005. 

 

Budiono, Herlin. “Notaris diantara Negara, Masyarakat, dan Pasar (Catatan 

Mengenai Pertanggungjawaban Notaris) dalam Kumpulan Tulisan 

Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga. Cet. 1. 

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015. 

 

  , Cacat Kehendak: Kaitan dengan KUH Perdata Buku III dan 

Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1983. 

Diantha, I. Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi 

Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2016. 

 

Djojodirdjo, M.A. Moegni. Perbuatan Melawan Hukum Tanggung Gugat 

Untuk Kerugian yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum. 

Jakarta: Pradnya Paramita, 1982. 

Efendi, A’an dan Freddy Poernomo, IG. NG. Indra S. Ranuh. Teori Hukum, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2017. 

Fadjar, A. Mukthie, Teori-Teori Hukum Kontemporer, Malang: Setara Press, 

2016. 

Ferdinan, Lawrence M. The Legal System a Social Science Perspective, New 

York: Russel Sage Foundation, 1975. 

 



  , American Law: An Introduction (Hukum Amerika Sebuah 

Pengantar). Ed. 2 Diterjemahkan oleh Wishnu Basuki Jakarta: 

Tatanusa, 2001. 

Fuady, Munir,  Dinamika Teori Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. 

______, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Cet.2. Bandung: 

Citra Aditya Bhakti, 2012.  

           Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta: Prenada Media 

Group, 2013. 

 

  , Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2002. 

 

  , Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, 

Notaris, Kurator, dan Pengurus). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. 

 

Ghofur, Abdul. Lembaga Kenotariatan Indonesia: Prespektif Hukum dan 

Etika, Yogyakarta: UII Press, 2009. 

 

Hadjon, Philipus M, et al. Pengantar Hukum Administrasi Negara 

(Introduction to the Indonesia Administrative Law), Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 2002. 

 

Tim Redaksi Pustaka Yustisia. Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik 

Asosiasi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006. 

 

Ikatan Notaris Indonesia (INI)., Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan 

Notaris Indoneisa (I.N.I) tentang Kode Etik Notaris, Banten: 29-30 

Mei 2015. 

 

Ibrahim, Jhony. Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu 

Media Publishing, 2005. 

 

Kelsen, Hans. General theory of Law and State, New York: Russell & Russel, 

1961. 

  , Teori Hukum Murni (The Pure Law of Theory). Diterjemahkan 

oleh Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006. 

 

Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, Bandung: Alumni, 1983. 

 

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009. 

Latif, H. Abdul, dan H. Hasbi Ali, Politik Hukum, Jakarta: Sinar Grafika 

2011. 



Mahmud M.D. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta:m Radja Grafindo Persada, 

2012.             

Moleong, Lexy, J. Methode Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya, 

1989. 

 

Muhammad, Abdulkadir, Etika Profesi Hukum. Cet.3, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2006. 

 

  , Hukum dan Penelitian Hukum. Cet I. Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2004. 

 

Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Remadja Karya, 1985. 

 

Miru, Ahmadi dan Yudo Sutarman. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: 

Radja Grafindo Persada, 2004. 

 

Notohamidjojo, O. Demi Keadilan dan Kemanusiaan. Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 1973. 

 

Notodisoerjo, R. Soegondo. Hukum Notariat di Indoneisa: Suatu Penjelasan. 

Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1993. 

 

Panggabean, Henry P. Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan (Baru) 

untuk Pembatalan Perjanjian: Berbagai Perkembangan Hukum di 

Belanda, Yogyakarta: Liberty, 2001. 

 

Pengurus Pusat Ikatan Notaris. Jati diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang 

dan Di Masa Datang, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008. 

 

Pound, Roscoe. Pengantar Filsafat Hukum. Cet.3 Jakarta: Bharata Karya 

Aksara, 1982. 

 

Pohan, Marthalena. Tanggung Gugat Advokat, Dokter, dan Notaris. 

Surabaya: Bina Ilmu, 1985. 

 

Prodjodikoro. R. Wirjono. Pembuatan Melawan Hukum Dipandang Dari 

Sudut Hukum Perdata. Bandung: Mandar Maju, 2000. 

Salim, HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian 

Disertasi dan Tesis, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2014. 

Satrio, J. Hukum Perjanjian-Perjanjian Pada Umumnya, Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 1992. 

 

Sjaifurrachhman dan Habib Ajie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam 

Pembuatan Akta. Cet.1, Bandung: Mandar Maju, 2001. 



 

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas 

Indonesia Press, 2010. 

 

  , Faktor-Faktor yang Mempengarhui Penegakan Hukum, Jakarta: 

Radja Grafindo Persada, 1983. 

 

  , dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat. Cet.13, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2011. 

Sumadi, H. Ahmad Fadlil, Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah 

Konstitusi, Aktualitas Konstitusi Dalam Praktik Kenegaraan, Malang: 

Setara Press, 2013.  

Sunaryati, Hartono. Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, 

Bandung: Alumni, 1991. 

Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-undangan, Cet. 1, 

Yogyakarta: Kanisius, 2007. 

 

Subekti, R. Pokok-pokok Hukum Perdata. Cet. 3, Jakarta: Internusa, 2010. 

 

  , Hukum Perjanjian. Jakarta: Internusa, 2005. 

 

  , Hukum Pembuktian. Jakarta: PT. Pradya Paramita,1991. 

 

Tan Thong Kie. Studi Notariat dan Serba-serbi Praktik Notaris. Cet.1. 

Jakarta: Ichtiar Baru, 2007. 

 

Tedjosaputro, Liliana. Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum 

Pidana, Yogyakarta: Bayu Grafika, 1995. 

 

  . Malpaktek Notaris dan Hukum Pidana. Semarang: Agung, 1991. 

 

Tobing, G.H.S Lumban. Peraturan Jabatan Notaris, Cet.3. Jakarta: 

Airlangga, 1996. 

Unger, Roberto M. Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum Dalam Masyarakat 

Modern, Bandung: Nusa Media, 2012. 

 

II. Kamus dan Ensiklopedia  

 

Black, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary, 7th Ed. St. Paul Minnesota: 

West Group. 1999. 

 

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indoneisa Pusat 

bahasa. Ed.4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. 

 

Suharso dan Ana Retnonisngih. Kamus Bahasa Indonesia. Cet.8, Semarang: 

Widya Karya, 2009. 



 

III. Artikel dan Jurnal  

 

Mezak, Maray Hendrik. “Jenis. Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian 

Hukum”. Law Review Universitas Pelita Harapan. Vol. V. No. 3., 

(Maret, 2006). Hlm. 88-89. 

 
Sudiro, Amad. “Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan dalam 

Hukum Udara”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 19, No. 3 (Juli 2012), 

35-39.   
 

IV. Majalah  

 

Budiono, Herlin “Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-undang 

No.30 Tahun 2004 (Dilema Notaris di antara Negara, Masyarakat, dan 

Pasar)” Renvoi, No.4.28.III, (3 September 2005). 

 

 

V. Peraturan Perundangan-undangan  

 

Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 

Amandemen IV. 

 

  . Undang-undang Jabatan Notaris, UU No.30 Tahun 2004, LN. 

No. 117 Tahun 2004, TLN, No. 4432. 

 

  . Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No.2 Tahun 

2014, LN. No.3 Tahun 2004, TLN, No. 5491. 

 

  . Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

UU No.12 Tahun 2011, LN. No.82 Tahun 2011, TLN, No. 5234. 

 

  . Undang-undang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun1999, 

LN. No.42 Tahun1999, TLN, No. 382. 

 

  . Undang-undang Dokumen Perusahaan, UU No.8 Tahun 1997, 

LN. No.18 Tahun 1997, TLN, No. 3674 

 

  . Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No.51 Tahun 

2009, LN. 106 Tahun 2009, TLN No. 5079 

 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafireht) Cet.15, 

Diterjemahkan oleh Andi Hamzah. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.  

 



Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Cet.37, 

Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Thitrosudibio, Jakarta: Pradnya 

Paramita, 2006.  

 

Indonesia, Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 

K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973. 

 

Indonesia, Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 

3431K/Pdt/1985, tanggal 4 Maret 1987. 

 

Indonesia, Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 

1904K/Sip/1982, 28 Januari 1984. 

 

Indonesia, Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 

62K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001. 

 

Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan 

Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja 

dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, 

Permenkumham No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004. 

 

Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Pelaksana Tugas 

Majelis Pengawas Notaris, Kepmenkumham No. M.39-PW.07.10 

Tahun 2004. 

 

Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Bentuk dan Ukuran Cap/ 

Stempel, Permenkumham No.M.02 HT.03.10 Tahun 2007. 

 

Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara 

Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa 

Jabatan Notaris, Permenkumham No. 25 Tahun 2014. 

 

Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Formasi Jabatan Notaris dan 

Penentuan Kategori Daerah, Permenkumham No. 27 Tahun 2016. 

 

Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris, 

Permenkumham No. 7 Tahun 2016. 

 

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris 

Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015. 


